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BUPATI PANDEGLANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 27TAHVN2O2I
TENTANG

RENCANA KER.IA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1O4 Ayat (21

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, serta Pasal 7 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 201O
tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali teral<hir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Parrdeglang Nomor 1O Tahun 2Ol7 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor 7 Tahun 201O tentang Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahrn2022:.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OOO tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 182, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4OlO);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 terrtang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan kmbaran Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 246, Tarrrba}:an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentarlg Kebijakan
Keuangan Negara dal Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2Ol9 (COWD- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi
ancarnan yang membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Peny'usunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Talturl 2Ol7
tentang Tata Cara Perencanaal, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Keda Pemerintah
Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tal:.un 2O2l
tentang Pedomal Penyusunan Rencana Keq'a
Pemerintah Daerah Tallun 2022;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7
Tahun 2OlO tentang Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2O10 Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2Ol7 tentarrg
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
(kmbaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2017
Nomor 1O);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lernba-ran Daerah
Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2O16
Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6
Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2O16 Nomor 6);

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan
Tata Cara Peny,usunan Rencana Kerja SKPD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahal Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Dinas, Badan, Kantor, dan Kecamatan.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.

7. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pandeglang selaku perangkat daerah yang mengkoordinasikan perencanaan
pembangunan daerah.

8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD
adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang selaku
perangkat daerah pengelolaan keuangan daerah.

9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pandeglang selaku perangkat
daerah yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang
Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Pandeglang
Tahun 2016-2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan
Tahun 2021.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya
disingkat RPKD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
Tahun.

12. Rencana Kerja dan Anggaral Satuan Kerl'a Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu
1 (satu) tahun.

14. Anggaral Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.



pasal 2
(1) RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerahuntuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggai 1 Janrlari iozz au,

berakhir pada tanggal 3l Desember 2O2i.
(2) RKPD Tahun 2022 sebqgaimana dimaksud pada ayat (r) memuat ranczrngan

kerangka ekonomi daerale, prioritas pembangunan daera'h, dan rencana kerja
dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tihun.

(3) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai
acuan bagi Pemerintah Daerah melalui TApD untuk penJrusunan KUA dan
PPAS sebagai tahapan dalam penyusunan Rancangan ApBD Tahun Anggaran
2022.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(i) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BABVII : PENUTUP

LAMPIRAN

(2) Sistematika RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah wajib membuat laporan atas pelaksanaan Program dan
Kegiatan Tahun Anggaran 2022 baik yang dibiayaildidanai dari APBD

Kabupaten Pandeglang, APBD Provinsi Banten, APBN serta sumber
pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(21 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
BAPPEDA, BPKD, dan InsPektorat.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi,
pengendalian pembangunan, pelaporan keuangan serta pengawasan
pe.r!"tengg'.aan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang bersangkutan.



BAB IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Kepala BAPPEDA wajib menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja pD Tahun
Anggaran 2022 dengan RKPD Tahun 2O22.

Pasal 6

(1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
dalam tahun berjalan.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), seperti:
a. perkembangan yang tidat sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang meyebabkan perubahan APBD tahun be4'alan; dan/ atau
c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan.
(3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglalg.

Ditetapkan di Pandeglang

pada tanggal - .- '-,:. .::'. ''

BU PANDEGLANG,

IRN NARULITA

Diundangkan di Pandeglang

pada tanggal r -- ': ; -' r

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

PE SANUDIN
r

BERITA DAERAH PATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 27TAHUN2O2I
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

111

DAFTAR TABEL 1V

I-1

I-1
I-3

I-5

I-6

r-7

tI-43
l-44

II- 1

II- 1

Il-4
II-9

tr-24

II-29

I.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.......

2.1. Kondisi Umum Daerah

2. 1 . 1 . Aspek Geograli dan Demografi. . .. . ... .. .... ... ..

2. 1 .2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2. 1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai

Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3. 1. Permasalahan Daerah yang berhubungal dengan Prioritas

dan Sasaran Pembangunan Daerah

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintah Daerah

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

1l-44

fi-46

3.2. Ara}:, Kebijakan Keuangan Daerah

III_ 1

III- 1

IIt-t2

DAF"TAR GAMBAR.......

1. 1. Latar Belakang

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran pembangunan

4.2. Sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2022.....................

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

IV-1

IV-1

IV-5

v-1

VI.1

ut-1
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BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
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